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KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 821/6508-TU-RSUDTNG/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan secara komprehensif dalain
menyampaikan pengaduan/komplain, keluhan, kritik dan saran secara
cepat, tepat dan akurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Tangerang, maka perlu adanya petugas penanganan pengaduan yang
menanganinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢,
perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerz"
Kabupaten Tangerang Tentang Penunjukan Petugas Penanganc:
Pengaduan Masyarakat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupate:
Tangerang.

sMengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentan
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Bar=t
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentan.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara’ Republik Indonesia Nom::
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratura
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Lentan:
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 235
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentana
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51491
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e

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang

Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5542);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5942);

10. Peraturan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pubiik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan
Kementerian Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Kesehatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangeranc
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daeral
Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomio:
2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahuii
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaraii
Daerah Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomo-
0222);

14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang (Berita
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 34);

15. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 445/ Kep.113-Huk/2008 tentang
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Selaku Penyelenggara Pola
Keuangan Badan Layanan Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Penunjukan Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, yaitu :

Nama . Fauziah Wulansari, SE

NPP. :  20110819860391

Jabatan . Pelaksana Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi

Unit Kerja : Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi pada Bidang
Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Tangerang

Penunjukan Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Rumah Sakir
Umum Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU bertanggung jawab menangani hal-hal yang berhubungan
pengaduan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini dan atau

perubahan kebijakan.
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